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Sebagaz suatu peristiwa alum, sesungguhnya. bzm-
Jir- memiliki tiga faktor penyebab yakni pema-
nasan global, penyalehgunaan penaiaan regional
dan kelalaian perawatan irigasi dan sungal Pe-
nulis melakukan analisis atas arti perijinan yang
“dikeluarkan oleh  pikak- eksekutif ~berdasarkan
"diskresi” yang cenderung melokukan power

kembali. Se.z‘mp pe yinan. (HPH, ijin. !okasz,
ack kepada RUTR, agar

tahunan,

Dalam perbincangan umum di kalangan pemermtahan banjlr dapat ditin-
jau dari tiga faktor penyebab, ya:t' .'¥banj:r akibat pemanasan-global, banjir
aklbat penataan regionai yanﬂ d:sa!ahﬂunakan dan bang:r akzbat kelalaaan

'zswoko mengenukakan batasan tentang banjir adatah per=st1wa di mana
pungan air sungai, seh_mgga terj adi
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terha_ ' p manuma yang melakukan berbagal keglatan di dataran banjir Q‘Zoadi
plain).; Masalah tersebu_t dai_c saja terjada di negara»negara yang sedang
berkembang sepem halny___ __‘Indonesm, namun'juga di negara—negara -maju

3 tas "banjxr adalah penstxwa alam dan upaya
untuk mengatasmya yaltu dalam -rangka: memperkecﬁ besamya ‘masalah/
keruglan yang dmmbulkannya a‘lood demage mztzgatzon) diperlukan berbagai
kegiatan baik 'yang bersifat fisik (struktur) berupa sarana pengendahan banjir
dan non ﬁszk {non’ struktur) ‘antara lain: berupa sarana pengaturan (yundxs)

“manusia. daiam melakukan kegiatan Pemenuhan kebutuhan hldupnya me--
slalui-industrialisasi,’ -transportasizdan: lam«iaxnnya hingga: meneemari-
hngkungan habitat manusia sendiri {atmostir) sampaipada: tmgkat Stras
“i:tosfir. Selanjutnya lapisaniozon: yang berfungsi sebagai pembias‘radiasi
'“i-;cahaya matahari dalam-mencapai-bumi ‘mengalami kerusakan (tercabik=:
“eabik) hingga memmbulkan efek rumah kacakarena penguapan air-lait!
-.':yang ‘berlebihan ‘oleh: pemanasan ‘cahaya-matahari; setélah’itu turunlsh:
+shujan dalam volume yang besar-pula secara'global, hingga: terjadl ban_uf
di seluruh dunia.

2. Banjir akibat penyalahgunaan-penataan ruang lingkungan: {rencana umum
i+ tatarruang) iyang: mengaklbatkan -musnahnya daerah-daerah ‘yang telah:
' “ditata sebagai-daerah resapan air hujan menjadi daerah:pemukiman (tem-.
' pat ‘peristirahatan; rekreasi ‘dan lain-lain)* Lenyapnya lahan' kantong:
++hujan-oleh’penebangan hutan'tanpa’ perencanaan yang pasti, maka hujan
‘4 yang turen-di pegunungan tidak sempatfersimpan ke dalamlahan kan-
~+"tong hujan {lapisan-humus/seresah), kemudian langsung mengalir-dalam’
- ‘debityang besar-dan melanda’ daerah-daerah yang dl]alumya ‘Selanjutnya
+di kotapun penataan‘daerah resapan ‘atau’'penampungan‘air hujan berubah’
"*%iffungs: menjadidaerzh: pemukiman, permkoan‘“ erkantoran perhﬂtelan
""" “rekreasi, jalan layang dan'sebagainya, ¢ ShigEn U LI
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3.« Banjir.akibat. kelalalan penataan jadwal perawatan sungal-suncai dan;

sahiran mgasx dan saiuran«saluran buangan dx daerah pemukiman
inana _npelaks,anaan rutmya kuranc_ memperhzmngkan 3arak wak’m_

1L Perijinan Lingkungan Hasil Penataan Ruang '+ .

Hukum Administrasi Lingkungan adalah hukum tentang pelaksanaan
undang«undang tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan
Hidup (UULH). Sebagai produkilegisiatif yang-bersifat-umum dan abstrak
belum dapat dinikmati warga masyarakat, karena harus diimplementasikan
ke dalam keputissan pemerintah yang: kongkrit, -individual, dan final-(pasal
53:UU-No.:5-Tahimn 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara) JImplemen-
tasi; undang»undanv ke dalam kepumsan pemermtah (penetapan perxjman)
memeriukan diskresi.:. i

‘o Diskresi adaiah wewenanc‘ khusus yang dtm:hkl aparat pemermtah untuk
mengambil - keputusan berdasarkan pendapatnyd sendiri. Dalam- ‘praktek pe-
laksanaan diskresi;pada pengambilan keputusan cenderung untuk:inelakukan
penyalahvunaan kekuasaan (power.abuse); kata cenderung betarti tidak. selalu
harus4menghasilkan keputusan..yang. ultra.vires® akibat. penyalahrrunaan
kekuasaan

~~~~~ w:IDiskreasi-Sebenarnya diperlukan-bagi-penentuan tentang telah terpenuha'
atau- ‘belumnya persyaratan yang ditentukan oleh'peraturan pelaksanaan suatu
undang-undang bagi:perolehan-perijinan. Sebagai subyek.dari Hukum Admi-
nistrasi; Yardley - mengemukakan bahwa Hukum:Admipistrasi Negara adalah
pengawasan terhadap kewenangan: (kekuasaan) di antara pedoman kekuasaan
secara:penuh: Hukum di-sini-diarahkan tidak hanya-untuk mendiskualifikasi
hasil:pekerjaan: penguasa (keputusan) yang:cacat: hukum atau tidak didasarkan
landasan ‘hukumiyang sempurna, -tetapi;juga untuk memaksa menampilkan

nom-fung& 'yuridis.-yang: telah ; dilalaikan *« Dalam.:pengambilan : kepu-
© tusan/perijinan- (ijin.lokasi-yang-tidak-sesuai-dengan Rencana-Umum Tata
Ruang Daerah), setelah membatalkan perijinan-tersgbut; Hakim Tata Usaha

Jitea Vires=Keputusan di luar wadeh hukum fowiside the low), David Foulkes, 1986:45.
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dﬂak kari terhadap erano yana }cehru }'\,eempas dengan beberapa ca_ 1
bertentangan_ engan hukum: Terhadap keempai hal. tersebut; Peradilan ;
Usaha.: Neﬂara ‘dapat: menyatakan _kepumsa_ pemenntah ‘ersebut sebaﬂal_
keputnsan yang dinyatakan batal:® oot b e s -

sdadizjika keputusan: pemermtah yano berupa .z;xn lokasz IMB “atau
rek@_ endasi-bagi-penyiapan suatu peruntukan-yang telah ditentukan: dalam_
RUTR;-atau-RUTRD;;: ;akan.- menimbulkan kerusakan lingkungan yang-pasti
mewclkan kepentmgan amum:: Meskipun: demikian: suatu kekuasaan:yang
nyata-nyata.dilaksanakan:oleh ‘penguasa; yang  tepat; kewenangan tersebut
dapat:saja-ditetapkan atau. diberikan. kewenangan atau:beberapa fakta yang
merupakan kondisi pendahulu (precedent) telah dilaksanakan dengan:itikad
buruk, tanpa alasan tepat, bagi svatu tujuan yang tidak tepat, atau setelah
mengambil argumentasi yang tidak relevan ke dalam prasyarat, bila kepu-
tusan telah -memperlihatkanssuatu: uirra viresysmaka: keputusan’ tersebut
menjadi batal. Pengawasan judisial terhadap tindak-tindak administrasi
(keputusan® pemerintah=perijinan‘dan=lain-lain) ‘bukan:hanya merupakan
bagian: dari hukum: administrasi-negara; ;yang menarik-perhatian :para -ahti
hukum:iapi:juga‘menjadi:lebih: penting sebagai pengawal: utama-bagi -warga
masyarakat umumnya terhadap tindakan melawan:hukum oleh-apa:yang mes-
tmya tampil-secara lainuntuk menjadikan administrasi: ‘yang berwibawa::;

Peristiwar: banjir: Ioka_i “yang :mengejutkan- peémerintah pusat. cukup
memberikan' peringatan kepada-aparat penerbit périjinan-maupun rekomen-

47bid., hal, 42,
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* dasi-penyimpangan’ RUTR ‘untuk “lebih “teliti melakukan  konfirmasi dan
sinkronisasi ketentuan-ketentuan pelaksanaan dengan undang-undang yang
lebih tinggi, agar akibat konfirmasi dan insinkronisasi penetapan tersebut
tidak akan merusak lmgkungan hzdup berkelanjutan NG

V Masaiah Bangxr dam Sega iimu Pengeiahuan

besamya Untuk mz mereka perlu meiakukan pengurasan sumber daya aiam
dem; penguasan daerah pemasaran secara global. - JELES

Sebailknya bagi kepentingan: ekologi, bila: muncrkm manusia melakukan-
peiestanan lingkungan.‘Namun ini tidak mungkin, karena untuk memenuhi
kebutuhan hidup'manusia harus menggali sumber daya alam: Oleh karena it
penggalian ‘tersebut ‘harus “dibatasi- ‘Sampai’ trdak merusak hngkungan atau
meiakukan kegiatan berwawasan lingkungan: ¢ w060

Jadi benturan ‘antara ekologi: dan ekono-m ‘diatasi dengan me!akukan
pembangunan berwawasan lingkungan yaitwmelalui AMDAL sebagai penja-
baran:dari pasal”1+butic 10 UULH (Undang—undang tentang Ketentuan-
ketentan: Pokok Pengelolaan‘Lingkungan’ Hidup/UU'No. 4" Tahun 1982):
Dengan demlkian ‘hukumiah’ (hukum “lingkungan): yang ‘dituniut 'sebagai
penyelaras antara’ keper;tmgan ekenomllpembangunan me!awan eko’locr:/
pelestana_n lmgkungan--if‘:::- Don Omytoy ROt i v st

VI Peragman ngkungan Atas Dasar Penataan Ruang
enataan mang buka,n hanya mempakan suatu perencanaan belaka tapa
merupakan sfuntutan: lanjutan:dalam pengelolaan lingkungan.‘ Jadi- setelah’
perencanaan penataan-suatu rencanatata ruang mempunyai kekuatan hukem;’
dilanjutkan dengan pengorganisasian dan pelaksanaan yang sesuai dengan apa
yang ditentukan dalam. Rencana Umum Tata Ruang:(RUTR) sampai pada
RUTR daerah, maka pelaksanaan: dilakukan oleh pemerintah melalui penun-
Jjukan pengusaha swasta, Pelaksanaan oleh pemerintah dikenal dengan kebi-



jaksanaan pembangunan (plano}oui materzal) Planologi material dlbagx‘

- ‘menjadi: : 7
1. Planolog: ' kondzsx bagl masyarakat untuk lebah bergerak sepertl__

Karena itu setiap keputusan tentang pemanfaatan ruang, yang dijabarkan
ke dalam perijinan, HPH, ijin lokasi, ijin menyadap air sungai, ijin mem-
buang air limbzh indnsiri ke dalam snngas ‘harus sesual menurut keteniuan
pemndanmundaﬂoan tentang RUTR serta rencana peruntukan ruang dan ren-

il balk ruanw ‘naupun sumber daya alam. o

RUTR, maka ter;ad:lah penyzmpangan baik pada penef-bz“t.an'.:jin .maupun
pada pelaksanaan ijin tersebut. Pada perubahan peruntukan yang. disebabkan
oleh dlkabulkannya permohonan IMB untuk membanﬁun pertokoan di atas

meiakukan peny!mpangan terhadap funcrsa danau ‘situ, empane atau rawa
sebaoai «daerahiresapan atau penampungan banjxr Muncrkm ‘dagrah Rawa-
mangun, Rawa Kerbo, dan Rawasari dulu terlihat sebacaa rawa tempat Iesa-
pan atau habitat ikan atau hewan dan burung-burung yang hidup di daerah
rawa-rawa. Kini habitat itu sudah berubah menjadi habitat manusia dalam
bentuk areal pemukiman elit; areal pendidikan, tempat persilangan jalan-jalan
layang dan padang golf, sisa Rawa Kerbo mungkin masih dapat ditemukan
di daerah belakang rumah sakit (RS) Persahabatan, Rawamangun dalam kon-
disi yang semakin’ menaecﬂ ‘Bila daerah rawa-fawa di s sepanjang pantai yang
datar . afas rawa-rawa, yang merupakan daerah dataran
banji . pl ah' dipenuh yang’ tentunya
berdasarkan' izin dari aparat” pemermtahana ban_nr yang: memmbulkan ‘mala-
_sebenarnya adalah: akibat perilaku menusia sendiri-dalam’ ‘pengam-
bilan keputusan enentukan daerah resapan air hujan menjadi areal

“*Keesnadi Hardjasoemantsi, Huloun Linghungan, cet. 9, (¥ ogyakarta: Gadjah Mads University Press,
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VII. Kesimpulan

‘m.af‘a Wiranga, éa&z #ahaga kebéna*an F\aﬁga %erhhaf :
dleh: rang:yang: terbuka mafa hatinga. o oo




'-=~:;:.=Membaca pumsan .Penaadilan Negen _Medan tang gal 7 Nopember 1994 No.

966/Pid: B/1994/PN.MDN: dalam putusan mana terdakwa:

Kesatu::. - n
4 ':=,:Bahwa ia, terd'ikwa Dr Muchtar Pakpahan SH MA bzuk selaku pnbadz atau da-
~-lam kualitas yang menamakan: dirinya Ketua UmumDewan Pengurus Pusat Seri-

= kat-Buruh:Sejahitera Indonesia (DPP. -SBSD), sejak-tanggal 9 April-1993 sampai
. idengan tanggal 14 April11993, atau setidak-tidaknya dl sekitar waktw ity dalam
= fahun' 1993 dan tabun 1994 telah-melakukan beberapa perbuatan:yangada hubu-
‘ngannya:sedemnikian rupa sehingga harus dipandang sebagai-satu perbuatan ber-

tus Jakarta dan Advokat

'pemohon kasa31 berada di: luar tahanan

+Dr. Muchtar: }’akpahan, SH.MA, tempatlahir Sxmalunoun, umurltangoa} 41
o ;tahunlzi Desember:1953; jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia; tempat
«~tinggal.J1; Kayw:Putih Selatan-VI D-No: 9, Jakarta Timur, ‘Agama Kristen, Pe-

kexjaan Dosen pada Umversxtas Knsien Indones;a Jakarta Umversuas 17 Agus-

yang:didjukan:di omuka. persidangan; Penoadxlan Necen Medan tersebut karena di-
dakwa; T .

lanjut, bertempat di Pematang Siantar, di Medan dan di Jakarta) atau setidalc-ti-
daknya di tempat lain yang termasuk daerah Hukum Pengadilan Negeri Medan,

- atau-Pengadilan Negeri-Medan berwenang mémériksa dan’ mengad:hnya berda-
-+ sarkan pasal:84-ayat (2) KUHP, di muka Boum dengan lisan atau dengan tulisan

PR TR . NS T PRI, B . SRR WL TUNPRTL TR . T P
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- Bahwa setelah terdakwa berhasil membentuk organisasi yang menamakan di-
~ rinya: Dewan Penﬂums Cabanv (DPCY SBSI Medan pada tanggal 2 Agustus
1992 yang anogota peng syakni antara lain; Amosi Telaumbanna sela-
" ku Ketna, Soniman Lafao selaku Wakil- Ketua;"Riswan Lubis selaku Sekre-
“taris dan Fatiwanolo Zega selaku Wakil Sekretaris DPC SBSI Medan, yang
I rupakan aktifis peker]a bermasalah, yakm telah pemah mengalarm tin- -
" dakan pemutusan] ‘hubtngan kerja (PHK), dan kepada segenap penguris DPC
SBSI ‘Medan sejak bulan Desember 1993 selalu dibiayai terdakwa untuk
melakukan. kegmtamkegmtannya déngari’ memberikan uang sejumlah Rp.
600.000,- (enam ratus ribu rupiah) setiap bulannya dalam rangka menarik
‘simpati, mencari pengaruh terhadap para pekerja di wilayah Sumatera Utara,
»dimana; terdak‘.va ‘memahami situasi dan kondisi setempat dan untitk terlaksa-
nanya tujuan dimaksud terdakwa berangkat ke Pematang Siantar, dan se_;ak
tanggal 9 s/d 11 April 1993, terdakwa mengadakani latihan kepemimpinan
¢ =i(Leadership: Trdining; Course): bertempat diiAula Gereja’ Kristen:Protestan
Stmalungun (GKPS): ‘Pematang: Siantarcyang ‘diikiti‘oleh kurang lebih 100"
Jorangutusan pekerja. dan: DPC:SBSI se- -Sumatera termasuk: pengrus: DPC
BSI Medan antara lain Amiosi Telaumbauna; Ridwan Libis, Soniman Lafai
dan. Hayaix, dimana dalam: kesempatan tersabut terdakw.z membenkan cera-
. ‘mah yang materiny4 antara: lain: « Ll mhiey sl Aty
Dengan maksud untuk meyakmkan d'm menank Stmpatl orang lam dalam hal
ini pekerja agar bersedia dan tertarik, terdakwa telah mennhasut dengan
memanipulasi keterangan yang antara-ain: mengatakan! ecnd o
< "8BSI merupakan wadah legal”;
-4 *Apabilas musyawarah tidakitercapai,; :maka buruh tberhak- melakukan
mowok/un_}uk rasa”
- Ganasnya militer dl Medan datam menangani persoalan buruh”.
yang disampaikan dengan nada provokatif serta insinuatif, supaya para pe-:
» .+t kerja yang dihasut-tidak ragu-ragu-untuk:bergabung dalam organisasi-yang
+ :-menarmakan dirinya SBSI; dan untuk keberhasilannya usaha mencari peng-
- ikitfsimpatisannya, - terdakowa ' tidak ‘seganssegan: mengeluarkan uang guna
.+'+; blayailatihan danuang saku-sebesar :Rp. 30.000,-(tiga puluh ribu rupiah)
~:t ‘kepada . setiap -peseria- pelatihan: kepemimpinan tersebut. Uraian kata-kata
¢+¢ - mana. merupakan perbuatan pldana dan atau txdak menurun ketentua.n Un-
--_dang—undana . . : . ; O

2. Pada bulan Desember 1993, bertempat di Aula Kantor DPC SBSI Medan J1.
+i-- Mangaan {II Lz. Benteng No.:36, Medan, terdakwa hadir dalam pertemuan
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berjudui Seruan mouokan_;uk raga” tertanggai Jakaria 28 Janvard 1994
i yang) dltandatangam terdakwa:bersama: dengan Siti° ‘Musdalifah selaku Sek-
“ retaris: Jénderal Organisasi SBSI Vang' dttujukan kepada seluruh anggota/
simpatisan ‘SBSI seperti Supir, Buruh Pabrik, Dosen/Gui; Wértawan,
Buruh BUMN, Peﬁawax Negen dan Iam-lam yanﬂ beram tuhsan antara lam
‘ "sebagax berikut: i - i :
: ‘Menteri Tenaga Kega RI Drs -Abdui Latief mempermamkan nasib
“burah Indonesia - dengan’ menaeluarkan dua ‘Surat” Kepumsan yang saling
meneacaakan ) 1-}:SK No.. KEP.: ISAIMEN/ 1994, tertanggal 4 Januari
1994, yang menyatakan SPSI saiu‘samnya organisasi pekerja di tingkat peru-
¢% igzhaan maupur nasional; yang bértentangan dengan. Unda 1 ¥i1h_'dan'g MNo. 18
“:Tahon 1956 dan Undanmundanﬂ No 21Tahun 1954; _ i
- Ketidak-korisistenan Ménteri Tenaga Kega terpaksa membuat SBSI menye-
rukan kepada seluruh anggotanya dan simpatisan SBSI (sepertx Supzr, Buoruh
Pabrik; Dosen/Gurus Wartawan, Buruh BUMN; Penawaa Negeri dan lain-
“»lain) mogok/unjuk Fisa bersama’ pada “hari Jumi’at; 11 ‘Pebruari 1994 jam
08.00 s/d 09.00 ai’ tempat masing-masing! ‘Mari’ aa!anﬂ sohciamas untuk
o mempequangkan tuntutan diberlakinya mulai-l /April 1994 (awal PIPT 11).
si(@)  Kebebasan # berserikat “bagi™ buruh dengan mencabm Permen Mo.
Per.01/MEN/1994;
T (b) ‘Upah mhinimuin atasdasar hidup ]ayak Rp 173 SOG /bulan aiau Rp.
7,000, - Mari untuk seorang lajing;
(c} Mengatakan SBSI 161ah mementhi’ Undanu—undanﬂ _
{d) Semua timtutan tersebut diberlakukan mulai 1 Apni 1994,
"-Ranﬁkaian tulisan mana merupakan perbuatan ‘ménghasit ofang lain supaya
melakukan perbmi'm p]dana dan atau ticfak mfzmzrunE gtenfuan Undang-
1undang, : LT T g S RS
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ni-tidak berhasil agér. '

i > .dan bila upaya

maka . supaya m@iakukan ak51 unjuk. rasa/mogok
kerja. Perkembangan SBSI di Pulaw Jawa dan Bali sudah bagus dan muncul
ke permukaa.n, sementara Sumatera belum”, atau denoan kata lain yang isi

. Telah membuat Surat No 75/E!SBSIIIV! 1994.tanogai Jakarta 8 Apni 1954
yang dﬁandatangam olehterdakwa selalu Ketua Umum DPP. SBSI bersama
Wakil ,Sekretansjendemi'bemama Suhsm yang dtkmmkan kepada seluruh

] nask b pi ato Ketua Umum yang dxtandatanoam terdakwa
. al 25: Apnl 1994 untk. dibacakan pada perayaan hari Ulang Tahun
ke IL Naskah pidato. tersebut berisi tuhsan antara lain sebagai berikut:
"Membebaskan .para buruh. dari- perlakuan sewenang-wenang schingga
... in:dapat hidup sejahtera’; .. .
«--"Buruh terlalu jama: dxexploxtasx daben upah murah dan dzkekang kebe-
basannya. Buruh memikul beban berat dan beban berat. itu. dapat kita

-salurkan melalul proses unjuk rasa-nasional; oo o

*Kalaupun’ sampai saat ini Pemerintah belum menerima kehadtmn S8SI,

.+ itu bukan karena kesalahan kita, tetapt merekaiah yang tidak ‘mematuhi
Undang-undang yang zda".

. Disamping. 1amp:ran naskalpidato, d:sertakan pula iamp;ran Surat Edaran
DPP SBSI No. 01/E/8BSI/I11/1594, tanpa tanggal yang ditandatangani ter-
dakwa selaku Keina Umum DPP SBSI yang isinya antara lain:

Pada butir 3: SBS! agar mulai 1 April 1594 dilakukan:.
. 8 Pemenntah konsekwen melaksanakan Pasal 28 UUD 1945 UU No. 8
Tahun 1985, UU No: 18 Tahun 1956 dan UU No. 21 Tahun 1954, yai-
ta buruh bebas mendirikan Serikat Buruh, dan tidsk menjadi anggota




pay
_Saudax:a seba;kny Vitant
# alathat kami- rahasm_ i i
Rangkaian tulisan mana merupakan perbuatan menghasut oranﬂ lain supaya
melakukan perbuatan i dan-atau-tidak: menuruti ketentuan undang-
undang, o
Sebagaimana tindak lanjut atau pemfu_]udan dan mas:h merupakan rangkaian
yang’ bersumber pada ‘konsepsi:maupunide: terdalowa untuk melakukan aksi
Tunjuk rasa fanpa ijin, telah: dilakuken:rangkaian kegiatan dntara lain:
: :Pada tanggal 3:April 11994, bertempat di‘Desa Limati Manis Tanjung
- Morawa: Medan; dxadakan pertemuan: yang dihadiri sekitar 40 orang ter-
dini dan utusan peie:ga di ‘Medan ‘sekitarnya antara-lain Sugiono dan
'-%EPengums DPC SBSI Medan antara Jain Riswan Lubis,; Hayati dan Sugi-
Ono yang I nempakan orang-orana kepercayaan:terdakova telah membica-
L rakan rencana aksi unjukvrasa; namun karena perfetuan semula adalah
» suntuk acara HalalbilHalal, maka atas kesepaka_tan merska pembahasan
mengenai rencanz unjuk-rasa ditunda sampai.tanggal 10 April 1994;
¢ Pada-tanggal 10 April:1994;] ertempat; di Kantor Yayasan Kelompok
" Pelita: Sejzhtera *(YKPS)-Jl.#Tapian-Nauli-11*No. 116 Medan, telah
#diadakan; pertemuan yang-mempakan keianjutan periemuan tanggal 3
April 1994 yang dihadiri: 6leh sekitar 140 ‘orang utusan pekerja dari
“perusahaandi. Medan-dan sekitarnya: termasik: pengurus DPC SBSI
d hMedan antara’ ain“Riswan: Lubis, Hayati :dan- Sugzono serta kawan-
awan:yang pada pokokny ‘membicarakan, smematangkandan meman-
=tapKan rencana unjuk rasasyang telah disepakati akan berlangsung pada
»hertanggal 140 April1994ermasuk di‘dalamnya-menentukan tempat titik
kumpul, apa yang akan dibawa oleh peserta; isi dambenfulctuntutan akst
- vunjukrrasa madpun strategivang akan dilakukan:telah.mulai disinggung,
namun karena hari telah menjelang malam, peserta pertemuan sepakat
207 gnfuk melanjutkan pada tanggal 12- April /1994 ot
¢. Pada tanggal 12 April 11964 bertempat:di Jl: Tapxan Nauia I No. 16
Medan (Kantor YKPS) telah'diselenggarakan pertemuan sebagai kelan-

F1y8ary mertoretian famoraal 10 Ame] 1002 vnme et el ak orbriomrs mmbr oo a
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: perusahaan dz Medan dan sekxtamya _dengan Junﬂah-ssepertx pada perte-'_

; tanoa'n'i' dan: peseria pertemuan sepaka.t:mengﬁasi"lkan' beberapa kepu-
o tusan antara lam T :

(b) Nalkan upah buruh dan Rp 30 1{}0 ~Iha" menja Rp:7.000,-
(c} Tuntaskan kasus kemanan Rusia
AD Selesaikan masalah PHK di P'I‘ Korek Apl Dell
() SBSL Yes, SPSI:Nolioe ci
Menentukan: tmk Joumpul. peserta aks1 un}uk rasa:dilapangan Mer-
deka:Medan pada-hari Karis’ tanggal 14 April 1994, pukul 08.00
WIB dengan’ beljalan kaki sambil'mengacung-ngacungkan poster dan
spandule-yang ‘dibawa,: selanjutnya agar speserta aksz unjuk rasa
s:melaluiiroute yang. tefah. ditenfukani=/; .« S
‘Mengatur route perjalanan pese ta aksx un_;uk ras yakm melalui
jalan-jalan: sebagai berikutioz:o
: «Dari‘lapangan; Merdeka Medan menuju 1. -Raden Sa!eh JL Imam
izBonjol,i:J1: Zainul: Arifin;: Tl Diponeworo dans berhenta di depan
Kantor Gubernur Sumatera:Utara; .« r
4)- ~Menentukan utusan pekerjaivang hadu- daiam pertemuan tanggal 10
“dan 127April:1994-sebagai ‘delegasi- bersama ipengurus DPC SBSI
Medan yarig akan menyampaikan tuntutan peserta unj uk rasa kepada
#+Gubermnur KDH Tingkat I Sumatera Utara; 500 [
Pada tanggal14- April1994:di Kotamadya Medan . para pekerja yang
berjumlah sekitar20.000 orang sejak pukul.08.00 WIB telzh berkumpul
di:lapangan -Merdeka :dan-selanjutnya dengan berjalan kaki bergerak
‘melakukan pawai:aksi unjuk rasa ke:Kantor Gubernur Sumatera Utara
di=Jiy Daponegoro Medan sambai membawa poster dan spanduk yang
isinya:amtara lain;~-: o 400
(a} :Kebebasan! bersenkat dengan mencabut Peraturan Menten Tenaga
"Kerja RI No.-PER.Q1/MEN/1994;. .
(b) Naikan upah bursh dari Rp. 3.100, -/han menjadx Rp 7 000 —!han,
:7 {e)Tuntaskan kasus-kematian Rusli; - L
wi{d)-Selesaikanmasalah PHE di P’I’ Korek Api Dell, b
Fah iRDOT B s L QDT BR] - s .




' enga L%:mtlr-bunr

oute Ji Raden
I, 'Dlgonegoro

' Bahwa ia terdakwa Dr. Muchtar Pakpahan, SH pnbadz atau
dalam kualitas yang menamakan dirinya sebagai Ketua Umum Dewan Pengurus
1o Pusat Serikat Buruh . Se_;ahtara Indonesia (DPP, SBSI), -pada tanggal 28 Japuari

_~484 a),at (’?) KUhP telah m@nyiarican memp»ermnj akan atau menempelkan

di muka umum tutisan yang menghasut SUpaya ] nelakukan perbnaﬁan pidana, me-

« ; Rantang penguasa umum dengen kekerasan atau, menenfamf suatu.hal fain seperti

tersebut dalam pasal di atas (pasal 106 KUHP), dengan mzzksud isupaya isi yang

<omenghasut diketahui atau lebih diketahui oleh umum, perbua€ mana dilakokan
- terdakowa dengan cara sebagai. : :
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an menandata-

L]

Rasa" tertanggal
‘enaga Kerja RI

um tas dasar 'hxdup layak Rp 713.500 /bu]an atau Rp.
tuk seorano lajan &=

dxkzﬂmkan pads anagota/mmpahsan SBSI i seluruli “Indonesia

_ antara lain kepada Pengurus DPC SBSI Medan yaiti' Amosi’ ‘Telaumbanua,
“%‘Soniman Lafas dan Riswan Lubis dengan permintaan untuk digandakan dan
disebar luaskan kepada anggota/simpatisan ‘SBSI di ‘Meédan ‘dan sekitamya

di mana rangkaian tulisan tersebut merupakan perbuatan menghasut orang
lain supaya melalukan perbuatan pldana dan atau tldak menurutl keientuan

a-selaku Ketua DPP SBSI telah memhuat dan menandatangam surat
' 5/SISBSINIV 1994, tanggai Jakarta’ 8 Apnl 1994 yang di-
ada seluruh DPC SBSI di seluruh’ Indonesm antara lain DPC
SBSI Medan desagan melamp;rkan Naskah Pidato Ulang Tahun ké 11 SBSI
e'rtanggal 25 April 1994 dengan judul "Pidato Ula g ahun ke 1I'SBSI (25
“April 1992 =25 Apﬂl 1994}' Naskah pidato tersebut bensl penghasutan
" antara lain sebaoal berikui:
g E'"Men'il'ﬁebzzzskarzt ‘para’ buruh dari’ perlakuan sewenang-wenano sehmgga
SR dapat hidup se_;ahtera ;o
b, "Buruh' terlalu ‘lama’ daexplmtam, diben upali murah ‘dan’ dikekang
kebebasaxmya Bumh mexmkul ‘beban bérat' dan beban berat ity ‘dapat

+ 4, 8 4 % ® & = @& . & A




ulai bulan Apn: 1994, Ry,
-.6 OOO —fhan mu]a; bulan Desember 1094 dan Rp- 7-'000 -/hari mulai

: - terseput merupakan perbuatan’ menﬂhaqut crang
fain supaya melakukan perhuatan pldana dan atay- ndak menuruti ketentuan

Menyéiﬁkain terdakwa
“kukan tindak pldana P gk

-;Me:yatuhkzmp ana-terhadap terdakwa Dr. Much rPakpahan SH.MA
-depgan.pidana penjara, selama 4 (empat) tahun potona tahanan dengan
perintzh tetap ditahan. ;
: Menyatakan barang bukti: ; ; :
¢ Satur ]emhar asli surat s&mzm moook/unjuic 7353 tanmai 28 lanuari
994 -yang: dikeluarkan: DEP SESL Eakarta dan satn lembar surat
fersebul; et Doni D e




s

Muchtar Pakpahan dan A_pe Raaa Ismet;™ :
. Satu lembar kartu tanda pengenal SBSI No. (}095 atas nama
Somman Lafao jabatan Wakil Ketua DPC SBST- Medan, yang ditan-
datangani oleh’ ‘Muchtar: Pakpahan dan‘Ajie Raga Istiet;

Saty ‘"mbar -asli ‘surat- undangan rapat No. 03/SBSI/KM/III/1993,
tanggai 1 Maret-1963" yang “ditandatangani oleh- Amos:'- Tefaum—
banua, Riswan Lubis yang dltu_;ukanfik"pada"Hayah,
9 Satubuah ‘buku’ ‘Anggaran Dasst SBSE - s
G Sati elisemplar copy: ‘naskah’ p;dato Muchtar Paknahan, i
“etap terlampir: dalam’ berkas' perkara ‘untuk ‘digunakan dalam perkara
lainnya;

© 4. ""Menetapkah supaya pasal 160'jo;"64" ayat (B KUHP dan pasal 161 ayat

(1) KUHP terdakwa telah dmyatakan bersalah ' melakukan: *kejahatan se-
“““perti“tercanturi dalam’ putusan Pengad:lan Negen ters&but yang amar
iengkapnya berbunyl Sehagau benkut

+TARS PAKPAHAN SH MA telah terbukn dengan sah c}an meyakin-
kan bersalah melakukan tindak pidana kejahatan:

1. Menghasut yang ‘dilakukan secara terus ‘menéius- dan berlanjut

¢ pdigturidan’ dianéam halaiman: dalam pasa! 160 jO 64 ayat (1)

KUHP Pidana;

2. Menyebarluaskan tulisan yang lsmya menghasut dtatur dan
it diancam hukuman dalam pasal 161 ayat (1) KUH Ptdana
2. ~Menghukim terdakwa oleh karena ‘it dengan
lama 3 (tiga) tahun;
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3 Menetapkan,: ,bahwa masz penahanaﬂ yang: selah dxjalam terdakwa

_E_,;K,Eterdapat 8 (de}apan) lembar siip ]
dengan jumlah Rp. 600. 0{}0, ;
3.1 (satu} iembar _surat. :

o 6.1 (satu) iembar Kartﬁ tanda pengenal SBSI No 0100 atas nama
;:_Haryatl Jabatan Bendahara DPC, SBSL Meda ':_yana ditanda-

11. 1 (satu) eksemplar copy naskah. pid: ato M uchiar Pakpahan
12. 1 (satu) surat SBSI No. 751EISBSIJIVI]994 tanggai 3 Apnl
1994 perihal informasi;,. ... .
13. 1 (satn) lembar surat SBST Pusat No OUEISBSIHII/ 1994 tentang
oo s surat edaran; o Lo
ST L Y (satu) ]embar surat SBSI Pusat Ne 65IInthBSI/III/94 ian«gal
25 Maret 3994 'ha_;,lspegugdganﬁmgqu;, i
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. (satu) set Su;at Keputusan Me"aten}Tenana Kexja No. KEP.

: seiumhnya dari’ p;dana yann d:_]atuhkan :
"Memerintahkan terdakwa tetapditahia

' _Mehhat surat-surat yang bersanckutan" S f

Memmbang, bahwa putusan Pengadllan Tinggi’ tersebut telah diberitahukan

o kepada- pemohon kasasi pada tanogal 3 Pebrirari 1995 serta risalah kasasinya

telah diterima’di’ Kepanitéraan Peneadilan Negeri Medan pada tanosal 13



43__9_

dxsébut "sebagax Dosen dan Adﬁfo;:at akan tetap1 daiam vraian per-
. buaiannya terdakwa . disebutfsebaga: Ke;pa ,,Umum DPP SBSI;:

.'pndana tldak J@Ias apakah sejak
u_,pada tahun 1993 dan 1994,

'k lenﬂkap oleh se‘nab mana ha"r'us dinyatakan

“batal demi hukum atau set;dak~t:daknya dinyatakan tidak dapat diterima;

. Bahwa Pengadﬂan ngoa tidak: memberikan, pemmbangan yang: cukup atas
kur

< memual i' al ai yé:\:vg.dﬁﬁat melemahkan pu-
msan,Penaadilan Neﬂen tanpa menunjukan.hal-ha! mana yang menurut pen-

ahwa pemohon kasas: keberatan tentang: tindakan. Jaksa _,fano Jnengajukan
sak31~sak51 dalam. Beri ara Penyidikan Kepolisian ke dalam persidangan
-Pengadllan, karena. dalam BAR.. Kepoh an tersebut: para saksi-bukan:dipe-
_1iksa.sebagai saksi atas. .pemohon kasasi:;
,:Keadaan ini jelas: menurut hukum tidak. ﬁah;-tetapn hal'ini; dmyaiakan tepat
dan benar oleh Pengadilan T1n0g1 tanpa, memberikan penjeiasan Ie‘mh !an_;ut
i ipI0ana yang:dianggap tepat dan benar tersebut; - b -
h a;Pengadﬂan Tinggitelah salah: menerapkan hukum karena menerima
. ’kesaksian, 3, (tiga). orang saksi.dengan hanya membacakan:isi BAP. dari pe-
nvidil Forama mads memarlronam (5 mamnd doe oo $oodedeas Lol b o, s
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orang saks:_ tersebut temyata fidak dzpanggai sesuiai-de g r;'_Ketentuan Un-
dang-undang 'serta Jaksa Jugd'tidak dapatimembiiktikan adanya surat pang-
galan yang sah atau alasan yang sah dari ketidakhadiran para’ saksi’ tersebug;
Bahwa pemohon kasa51 keberatan atas penoajuan sak51 ahlx oleh Iaksa di

.sa.ksx tersebut selam dan kedudukan saks: éebéaaz peg Wwai
Tenaga Kexga. SO .

i'melangsar ke£entuan pasal 184 KUHP
“Rahwa Pengad:lan Tmcgz teiah saiah menerapkan huktum karena membenar-
:trkan ‘begitysaja putusdn Péngadildn negeri- walaupun dala” pémenksaan di
‘ _encadﬂan Neﬂen t;dak dapat d:buktlkan mot;f dan kesaiahan terdakwa baik

0./Bahwa Pengad:kan Tm gt teldh’ salah-.menerapkan hukum * karéna ‘membe-
Benarkan® putusa.n PerigadilanNegeri‘y yang ményatakan pemohdn Kasasi ter-
“bukti bersalabia as'ttegadmya urijuk’ rasa"”tanggal 14°April“ 1994, iﬁiaIaupun
~tidak 'ada ‘'saksi ataupun ‘bukiti’ yang ‘membuktikan Kéterlibatan pemohon ka-
- sdsi‘dalam unjuk rasa‘tersebut.’Bahkan &i permdangan para’ ‘saksi‘di bawah
" sumpali’ menerangkan bahwa pemohon kasasi tidak’ mengetahm apalagi me-
nyuruh-melakukan unjuk rasa tersebut.. Pada waktu terjadinya hal itu pe-
mohon kasasi berada di Jakarta dan: ‘hanya berkat berkat pembentahuan saksi
st imelalud telepon; perohon’ kasa51 mengetahui’kejadian tersebut; -
+ 11, Bahwa ‘pasai-pasal KUHP yang tersebut dalami| ‘putasan’] udex” Facu yang di-
anggap sama dengan pasal-pasal KUHP Tndonesia, yang'sangat ditentang
17 sroleh'Hukum karena'bertentangan dengan hak agasi mengeluarkan pendapat
o seKarang tidak ada'lagi dalam KUHP di Negen Belanda; -
i2. Bahwa Pengadilan nggifPenoadzian Negeri telah’ memberikan penafsiran
"+ yang berlebih-lebihan pengertian di muka umum ‘dan” menghllangkan batas
f-‘iertutup dan’ terbuka" Yarg tldﬁk sesuai dengan*kenyat n dan’ perlu dike-




Pemohon kasasj tidak. mengetahui adan a. perencanaan atan pun pelak-
sanaan di persida :

: emuay ka angsung tidak
mempunyaihubunﬂan denﬂan unjuk rasa tang aI 14 April 1994 tersebut
§ _Bahwa_ andalkata pemohon Xasasi mengetahm adanya rencan

“an untuk mengh 'isut, :
. Bahwa suraf edaran mogok yang pernohon kasas tandatan

; ngadilan Negeri telah kelint dalam m
:':'""'“nmbangkan Bitkti-bukti penyabab terjadinya unjuk rasa .

menganggap bahwa unjuk rasa tersebut adalah karena hasutan pemohon ka-
_ S&Si, karena hal ma t:dak didukung oleh bukti maupun saksi;
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dakan p!hak keamanan yang
tanggal 11 Maret 1994;
17. Bahwa pémohqn kasasi._ mohon.




;futus '_::'Hakim. i _ 443

mané maksud s&buah Lata bisa. dxﬁafsfrkaﬂ bembah mengxkun _}amannya
_ Bahwa seharusnya daiam setiap keputusannya; Hakim menerapkan Undang-un-
_danﬂ yang sekah igus menc piai{an nukum yang mempakan gabungan antara keputusan_

Bahwa Undana—undanﬂ hanya merupakan acuan untuk psmecahan masa ah“ dan
suatu "pedoman untuk mengambil suatu keputusan®;

Bahwa Undang-undang bukan mempaixan sazu—satunya sumber hukum atav sum-
ber hukum yang paling penting, tetapx masah adalagi sumber.Jain.yangdehih. pentmg
untuk menyelesazkan masalah;- i G

Bahwa dalam melakukan penafs:ran daiam ‘]aman yang bef&emban pesat ;;sel{a-
rang ini, Hakim_tldak Tmencard hasil atan mereduksz dengan menggunakan: Ioﬂska dan
Undanz-undan' -yang, bersxfat umum dan abstrak, akan tetapi:dari resuliante. .

Eahwa pada asasnya, ‘masalah sosial kemasyamkatan m@n_;adx pusat perhqimn gan

d;ietakkan di tempat terdepan;.... . Lt ; j :
__Bahwa denﬁan denuklan apakah ucapan maupun xmdakan terdakwa berszfat
,d;iahat dari segi pertimbangan atas semua kepentinga
na masalah sosial kemasyarakatem menjadi pusat. perhatian;
! denﬂ&n semakm meningkatnya kesejahteraan rakyat. sebagai hasil
pembangnnan di b:dano ekonomi maupun pengaruh arus.kuat globalisasi dan keter-
bukaan sekarang ini,.proses. pembancunan demokrasx telah menwarah ke tahap p&lak-
sanaan yang, iebxh berkuai;tas Giv

‘Bahwa den gan bertitik tolak pada pena!ahatan dan penafs:ran yang te]ah temrax
kesemuanya di atas tidaklah dapat dikatakan bahwa. Aindakan terdakwa adalah meng:
hasut, Aapalagi pad ‘era dimana usaha pemberdayaan peran dan fungsi organisasi so-
sial politik sedang giat-giatnya dilakukan, disamping unjuk rasa di Medan pada tang-
gal 14 April 1994 yana eksesnya memmbulkm korban grwa adalah dl iuar tanooung
jawab terdakwa; ...

. Bahwa dengan dem;k:an maka terdakwa tldak terbukt! melakukan perbuatan se-
bagazm:ma disebut dalam dakwaan Kesatu dan Kedua, oleh: karenanya ierdakwa ha-
rus dibebaskan dari semua dakwaan tersebut; froedl win

... Menimbang, bahwa mengenai barang-barang buk!x oleh karend bempa fc}to copy
maka fetan. dxlampxrkan dalam berkas perkara ini; = o

Bahwa Putvsan Pengadilan Tmﬂm THAUpUD Pengadﬂan N’eﬂen tidﬂk dapat chper-

tahankan-lagi, oleh karenanya. hams dzbataikan dan Mahkanah Agung akan meng-

L LT L L
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_thwg karega tgrdakwa d:b_ebaslran rnska kepadanyajuc'a‘diﬁeri.kaﬁ i*e!*éb‘iiétasi

ISSIPldI 1994/?’1" MDN, dan Putusan Pengadﬂan Neger; Medan tan gal T Nopember

1994 No 966;’?1& B/ 1994/PN MDN
MENGABILE SENDIRE
Menyatakan terdakwa Dr. Muchtar Pakpahan SH.MA tersebut ‘tidak terbukn
secara sah dan. meyak;nkan bersalah meiakukan ke_;ahahn yang dtdakwakan kepar
danya ‘dalam Dakwaan Kesaty dan’ Kedua, SRR
- Membebaskan' terdakwa oleh karena ity dari semua dakwaan tersebut
Mernu!:hkan hak terdakwa daiam kemampuan kedudukan dan harkat serta mar—
tabatnya POEITTT I i 4 s ® T :
Memenntah.kan agar barang~barano bukti berupa photo ‘copy ‘surats “surat ya:tu
i li(satu) lembar asli surat senian mogokiunjuk rdsa tanggal 28 Januati 1994 yang
+vdibuat ‘dan ditandatangani terdakwa selaku’ Ketua Umum. DPP SBSI Jakarta;
2.1 (satu) buah buku- tabungan ‘bunga harian Bank Ntaga Medan (buki setoran)
-7 afas namas Muchtar Pakpahan No. Rek.” ?715723 11 tertan ge‘ﬂ 30 Nopember
1993 'dengan posisi-kredit Rp?7. 400.000 - B
3.1 (satu) buah buku tabungan bunga harian Bank Niaga Medan (buku penankan)‘
atas nama Muchtar Pakpahan No. Rek. 27152~ 9311 tertang al 30 Nopember
271993 dengan-posisi‘saldo kredit Rp. 4.155. :007,86;
4.:1-(satu) buah ‘buku slip'penarikan tunai Bank ‘Niaga Medan- dan No: 4424856
v 3/d 4424875 No: Rek. 2715729311 diantaranya ‘terdapat 8 (deiapan) lembar shp’
. penarikan tunai yang telah diisi dengan junilah Rp. 600.000,-;"
5. r1x(satu) lembar ssurat-DPP ‘SBSI Jakarta No: SOIIn/SBSI/IVI 1994 tanﬂgal 207
April 1594 yang ditujukan kepada DPC SBSI selurvh Indonesia;” :
6. 1-(satu)lembar Kartu tanda pengenal SBSI No. 0100 atas nama’ Haryat; Jabatan_
<~ Bendahara:DPC SBSI"Medar“yang ditandatangam ieh Muchtar Pakpahan dan
Ajie Raga Ismet;
7. 1 (satu) lembar kartu tanda pengenal SBSI No.'0095 atas’ riama Soniman Laf'ao
Jjabatan Wakil Ketua DPC SBSI Medan yang ditandatanﬂam oleh Muchtar Pak-
:*pahan . dan Ajie Raga lsmet; -
B: i (satu) lembar surat seruan’ moook/unjuk rasa tanggal 23 Januari 1994 yang
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P'ls A/MEN/1994,

5.1 (satu) set Surat Keputusan Men eri enaga Kega
tanggal 4 Januari 1994;

16. 1 (satu) set Peraturan Menteri Tenaﬂa Kezja RI No. PER.01/MEN/1994, tanggal
17 Januari 1994 tetap dilampirkan dalam berkas perkara;

Me,mbebankan blaya perkara dafam semua tmgkat perad:ian kepada Negara; . ... .o

e (a4 'permusya aratan pada han Rabu tanggal
27 ep mber 1995 oleh H Adx AndOJ Soet_;xpto H. ’Ketua Muda yano drtun_]uk

mpat- faktor - yang * menyebabkan - seorang - layak -
menjadz pemimpin yakni: adabnya ke;u;urannya
é amanahnya




A Tldakiah‘beriebahan bxla kita optmns berharap bahwa kehidupan masya-

mmg{me }bangsa yancn;dxwakih elen M?Q menyatakan _-hukum tld&
sekedar sektor pembangunan,. meiamkan te};ah mempemleh posisi, menjadi
bidang yang sejajar dengan bldang bldanfr pembancunan lainnya.
Pertanyaan yang timbul kemudian, hal apa saja yang menjadi tantangan
bangsa dalam pembangunan hukum dewasa ini? Salah satu tantangan Kita
adalah keberadaan dari sekitar 400 perangkat hukum lama yang masih ber-
cokol. Warisan hukum kolonial itu sudah seharusnya diganti dan diperba-
harui agar menjadi hukum nasional yang dijiwai dan bersumber pada nilai-
miaz baﬂgsa kita sendiri. Dzsampmg itu, peningkatan | peran pengadilan (baca:
hakim)’ dengan putisan-putusannya - yang berkualitas:juga merupakan tan-
an besar :yang dihadapi; pembangunan hukum, -mengingat kelambanan
proses Eegts}am nasional. Dalam hal ini, upaya pembemukan hukum melalui
yurisprudensi merupakan alternatif yang perlu mendapatkan prioritas.

- Berkaitan -dengan. tantangan-tantangan. tersebut. di. atas, . barangkali
relevan mendiskusikan Putusan MA No. 395 K/Pid/1995 tentang unjuk rasa
buruh di Medan yang menarik perhataan berbagaz kalangan, baik dari dalam
negeri, maupun dari luar negeri. Putusan i ini telah menjadi babak baru dalam
dunia peradilan kita, sehmgga banyak pzhak mengharapkannya akan menjadi
curatis Tunsrienmidane: tatan®  Duafnean R mencoambarkan unava netinool
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hgkiz ' 1 dalam men : kan metode | mterpretasz terhadap ketentuan perundang-_

: majehs hak;m kasas: yang terdm dam Ad1 Andmo oe_t_ppt
Ny Karhnah PAS Soebroto dan:’I'omy Boestoml _telah -meluruskan m

Sek:ias Tentang Duduk ?erkara
.. :Mendahului bagzan petltum_. putusan. MA ini _fdlkemukakan fakta—fakta
yang .. erlukis. secara rinci dan dan. poios (rumpﬁatbestand) mengenai
serangka:an_perbuatan yang. dilakuk eseorang yang.| bernama Dr, Muc
L SH.MA, yakni. ucapan;daﬁ tuixsannya yang. dlsebarluaska' di
muka umum pada waktu dan tempat tertentu.. _Oleh karena 1tu sebeluhi

berbacral statemem yang cukup membuat plhak pemennta}i "merah,kupmrﬂ
nya". Secara kronologis kiprah dari Dr. Muchtar Pakapahan SH. MA,dap,at
diringkaskan sebagai berikut: (i) Di depan pengurus/anggota SBSI di Medan
pada bulan April 1993, ia menekankan bahwa SBSI legal dan sah;hak buruh
untuk melakukan vnjuk rasa, dan {ganasnya . militer dalam perseizs;han per-
bumhan (u) Selanjumya pada bulan Desember; }993 da am.pertemuan peng-
urus; cabang SBSI Medan,. kembah ia. mengeiuarkan ‘pernyataan.agar. buruh
melakukan mogok Icer_;a tanpa perlu izin kepolisian,- ketidaksesuaian pah
bureh, peranan SBSI dalam berbagai unjuk rasa, dan telah dipenuhmya oleh

SBSI persyaratan pendman ormas; (m) Pada 28 Januarx 1994 i3 menerbxtkan
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o berbu nyz bahwa Menaker mempermamkan buruh dengan ada-

"_‘dan ket:dakpatuhan pemermtah terhadap
SBSI Lampiran dam naskah pldato 1m

kenaika upah buruli, dan’ upaya SBSI dengan mogok setara- nas:onal (v

Dalam pertemuan antara pengurus cabang SBSI dengan utusan buruh dari’ 23:
perusahaan telah disepakati pelaksanaan unjuk - rasa pada 14 Apui I 94_
sesuai dengau imbauannya dalam se!ebaran 28 Iz anuarl 1994 : i

SPSI” Aksi' yang tanpa 1zm ini jBl&S menwak;batkan kemacetan lalu-lintas!
Ketidakberhasilan menemui Gubérnur Sumut membuat pengunjuk rasa‘’kece-
wa dan marah sambil kembali ke tempat ker)anya Sebagian dari meréka
melakukan pengrusakan ‘atas rumah, toko, kantor,” pabrik dan kendaraan
noto "sehmgga ‘menimbulkan kekacauan “Berdasarkan kejadian inilah;
maka D Muchtar Pakpahan SH MA datangkap dan dxtahan oleh pihak yang

Terkena Pasal’ "Penghasutan“ Dan KUHP S

' Jaksa penuntut ymum dalam sidang di PN Medan mengajukan dua dak-_
waan: kepada Ketua ‘Umum SBSI. Dakwaaa pertama adalah tindak pidana
penghasutan secara berlan)ut sebagaimana yang termuat dalam pasal ‘160 jo:
64 ayat (1) K‘Uﬁ? Sedangkan dakwaan kedua berkaltan ‘dengan’ tindak
ana’ penyel asan tulisan’ yang isinya’ menghasut masyarakat sepem
yang ‘tercantum dalam p&sal 161 ‘ayat (1) KUHP. Akibat kesalahan terdakwa;
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jaksa menuntut hukuman padana panjara selama 4 (empat) tahun Temyata

dengan 4mangajukan & iﬁéﬁiofin kasasx yang bensxkan keberatan-keberatan
Secara: gans besar keberatan ms,mehputrbeberapa hal pokok (1) Txdak ada

menghﬂangkan batas terbuka dan » _rfﬁtup ) yang tlaak .ses{xax dengan
kenyataan:.:.padahal berhubunﬂan denﬂan kehebasan untuk kemajuan bangsa

berartl semua keclatan terdakw ebelum __erjadmya un_]uk rasa _]elas tidak
ada, sangkut—pautnya dengan unjuk rasa'pada tanggal 14 April 1994. Bahkan
naskah padato HUT ke-2 SBSI tidak pernah sampai ke cabang SBSI Medan
karena sudah..disita, polisi. di-kanter pos;(iv) Unjuk:
Menaker. mengeiuarkan Permen No. -=PER_‘{)IIMENII99.. yang d:paruncmu
dengan. meninggalnya.: aktivis; burub : : kerasan. aparat
keamanan- saat unjuk.rasa tanggal 13- Apm 1994 Untuk 1tulah terdakwa
menyatakan "bertanggung]awab” ‘atas-aksi nn_uuk rasa mengingat. pelakunya
adalah. anggota SBS! dan untuk menghmdarb eny;ksaan oleh aparat terhadap
mereka. : - - :
Terlepas dan keberatan. yang dxajukan terdakwa dan kuasa hukumnya
d; atas MA berpendapat bahwa pertimbangan jucex, factie harus dibatalkan
karena telah salah menafsirkan: "unsur menghasut” yang tidak banyak bermg—
sut dari faham tatkala KUHP dibuat. 85 tahun yang lalu:.Kesimpulan yang
diambil oleh MA' ini tentunya mempunyai.suaty, latar. belakang: paradigma
pemikiran daiam menyikapi ketentuan dari perundang-undangan, khususnya
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ng mencetengahkan bahwa Ut
untuk pemecahan masalah

'dang-undang adaiah Satu-satt nya sumber hukum yang menempatkan hak:m
tiima sebagai‘corong’ ‘undang-undang’ Dalam' pertimbangannya MA ‘menya-
‘takan baliwa sélain undang—undang terdapat sumber hukum'lain“yang Jebih
penting’ dalam ‘memecahkan masalah (alinea-6)," yaitu ‘masalah “sosial ‘ke-
masyarakatanlah yang menjadi perhatian dan diletakkan di tempat terdepan
-(aimea—S) Dan ; seharusnya ‘hakim tidak melakukan: penerapan hukum secara
g x ‘mendeduksi unddn g~undang setara 1ogts, melainkan’; mem~
pertzmbanﬁkan-‘ikepentmgan ‘dan"filai“masalah’ sosial kemasyarakatan itn
(alinea-7y. "Masalah® sosial kemasyarakatan” inilah yang dipertimbangkan
oleh MA' berdasarkan ‘rechrsidee” ‘bangsa (yakni’ Pancasila) yang’ hasxinya
kemudian ditafsirkan ‘menjadi-bagian ‘dari hulum tidak ‘tertilis dalam ‘tata




1an g1 .. U?gj
*mlamya dlrasakan hldup di tengah masyarakat ‘berdasarka'
kebebasan yang dimiliki b

tugas yudlkanf (baca pengadxlan) adalah menggah semangat” (senterza
legis) yang merupakan inti suata peraturan (Fitsgerald, 1966: 25), karena
"kata-kata” dalam_ undang—undang d;pakax sekedar untuk. mengutarakan mak-
snd- angt"kandu_ 4 : ra. Iegzs) Sejalan engan pe "ahaman
y'_“ gdemlkxan', Iepatlah yang dxkatakan oleh Paul Scholten fuky

&
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daiam pernmbancan dari putusannya bahwa pemlatan‘te;hadap tindakan
terdakwa harus dxdasarkan pada kepentmgan dan mlaa masaiah sosxal

sécara berani mengungképkan pemlkuan mengenai mterpretasi terhadap
hukum warisan kolonial dengan mempergunakan filter kepantmgan dan nilai
yang hidup dalam masyarakat Indonesia sendiri dalam kekinian, yang tidak
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lain d:ambﬂ dan fﬂsafat Pancassla Sebelum putusan ini klta memang.telah;_

_ _ ';san' inikem-
‘bali menunjukkan'bahwa majelis hakim memang tidak "steril”; bukan hanya
dalam arti proses salmg_;memasuka antara hakim, -'undang-undang dan - Img-_
kungan sosialnya; tetapi juga dalam arti turnt menghayati suka-duka; cita-cita
dan harapan bangsanya untuk memperjuangkan keadilan. Hal ini sejaian de-
ngan ketentuan dalam UU No. 14 Tahun 1970 yang. mewajibkan hakim un-,
fuk menwgah mengikuti dan memahamx nilai-nilai hukum yang hidup. dalam
masyarakat”, Dengan demikian, hakim bukan pengamat, melainkan pemain;
dan hakim bukan pegawai negeri biasa, melainkan pejuang.

Yang menjadi pertanyaan kemudian, apa-makna dari putusan ini bagi
icehldupan hukum dan hakim dalam pelaksanaan tugasnya. Pertama, pu-
tusan ini diharapkan akan diikuti oleh hakim lainnya dalam mengadili kasus-
kagus pidana ‘yang sama untuk menr’hasaikan karya»karya konkrit yang bagus,

tama dalam- enafs;rka Nt Nty

_ i ya, karena pola inilah yang
justru ‘menjadi keszakan nasionat untuk d mbuhkembangkan dalam dunia
peradllan _Sebagaa catatan dalam proses ini hakim harus terlebih dahulu

_ dangkan. tiwa y:' g _sesungguhnya tersebut
akan dlketahul haklm setela_h proses pembuknan Berdasarkan pembuktian
milah kemud:an hakxm me]akukan penemuan hukum
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DE blcaraan tmgkat pejabat kedua
negara; Presiden Sogharto: dan Per-
danz Menteri Mahathir- Muhammad
membicarakan cara penyelesaian
sengketa Pulau Sipadan dan Pulan
Ligitan akhir September lahs.
Kedua pemimpin menyetujui me-
nyerahkan penyelesaian sengketa

- Jaut Pantai kalimantan
Kedua pulau itu belum lama. diseng:
ketakan oleh penjajah Inggeris dan
Belanda.

Gagasan untuk mengajukan seng-

keta dua pulau ke Mahkamah Inter-

sia lebih senang kalau sengketa wi-

layah itu dibawa ke tingkat ASE-
AN.

22

‘cara ‘paksa- kantor. DPP’ PD_I ari

kedua. pula ¢ rsebuz kepada Mah-. .

nasional telah diajukan Gleh Malay-- '
dalam:perundingan antara-pejas« " covrend sos el
senior Malaysia-Indonesia, te-.... ..
i gagasan itu ditolak oleh perun-
g Indonesia: Pemerintah-Indene- -

La;wran Komnas HAM.
_iema-zg Kasus-'Z’?'Euh

Akhmaya Kemzs; Nasional- Hak
Asasz Manusia {Konmas HAM) me-
ngumumkan lapcran final penyelidi-
kan Kerusuhan 27 Juli 1996,
ter_;adl setelah pengambil alih:

kubu Megawau oleh pendu

Menurut Komnas HAM s&d it
nya 5 grang:tewas, 23 orang hﬁang
dan-136 ditahan menyusul kerusuh:
ansterparah selama 20 tahun terakhir
di‘pemerintahan ~Orde ‘Baru.: Pada
saat mengumumkan hasil temuan se-
mentara, Komnas HAM mengu-
mumkan 74 orang yang hilang. Pe-
ngumuman itv mengundang kegu-
an.di kalangan pemerintah.

_, ek}en Komnas HAM Prof. Dr.
nta magyara-

Eat untak 4idak menafsirkan ‘orang
syang hilang sebagai meninggal, ka-

rena orang hilang bisa saja "belum
pulang ke rumah, atau bepergian ke
luar kota".

= Dosen HUI Dr Erman
Radjagukguk, SH.LLM., menyata-
kan sudah saatnya Undang-undang
Pokok Agraria (UUPA) dilakukan
amandemen-amandemen (Kompas,
13/9/1996). Pendapat ini didasarkan
nada pertimbangzn bahwa kondici
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masyafakéf *ketika: ‘undang-undang

~itn diadakan masih® dalam suasana
agrans sedana’kan sekarang nmasya-

Radjagukguk m&nﬁungkapkan
pandanﬂannya itu*dalam”sarasehan
bertoplk_‘_‘Pertanahan ‘Masalah daa
Pemecahan" di DPP Golkar. Pembi-
caratlainnya ‘adalah"Menteri Agra-
ria/Kepala Badan Pertanahan Nasio-

Hukum dan Pembangunan

permgatkan-: pengaiaman Soviet ja-
ngan terulang di negara ini, ketika
Soviet datam menuju industri melu-
pakan tanah'sehingga harus: tergan-
tung pada impor gandum darl Ame—
mka dan Kanada :

-}-;k@bumkanw%eﬁ@mkmnyﬂ @isa ﬁghmﬁng

llmu yang bermanfaat menuntut kesabaran
“péngorbanan dan keikhlasan. ' -



pemblcaraan tmgkat pejabat kedua
negara; Presiden Soshario.dan Per-
dana Menteri Mahathir- Muohammad
membicarakan cara penyelesaian
sengketa Pulau Sipadan dan Pulau
Ligitan akhir September lalu.
Kedna pemimpin menyetujui me-
nyerahkan penyelesaian sengketa

kedua.pulau -fersebui-kepada -Mah-. ..

kamah Internasmnal di Den Haag.

ketakan oleh penjajah Inggeris dan
Belanda.

Gagasan untuk mengajukan seng-
keta dua pulau ke Mahkamah Inter-

i gagasan itu ditolak oleh perun-
ding:Indonesia . Pemerintah Indor
sia lebih senang kalau sengketa W
layah itu dibawa ke tingkat ASE-
AN,

E 35

ebut terletak "8 Ba
ujung Timur laut Pantaikalimantan
Kedua pulau.itu belum:lama: dxsenc-:,_-,:

nasional tefah diajukan oleh Malay-
sia datam perundingan-antara-pejas: oo
t senior Malaysia-Indonesia, te-:..

- Dosen:Senis
Radjagukguk,
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Lapos'an Komnas HAM.
e 'tentang Kasus 27 Juh

Akhlmya Kom131 Nasmna Hak
Asasx Manusia (Komnas ‘HAM) me--
ngumumkan laporan final penyehdl—
kan: Kemsuhaan? Juh 1996;

cara’ paksa Xantor . DPP: PDI dari
kabu Megawat1 oleh pendukung}
Suryadl
Menurut Komnas HAM sed_ -
nya 5 orang tewas, 23-orang; hllang
dan 136 ditahan menyusul- kerusuh-
anterparah selama20 tahunterakhir
di: pememntahan Orde “Baru.- Pada
saat mengumuinkan hasil temuan se-
mentara, Komnas HAM mengu-
mumkan 74 orang vang hilang. Pe-
ngumuman ity mengundang kegu-
saran di-kalangan pemerintah.
Sek_;enl Komnas HAM Prof. Dr.
aruddin Lopa mernmta masyara—

"'1ka{ untik tidak: menafs:rkan orang

yang: hilang sebagai. menmggal ka-
rena orang hilang bisa saja "belum
pulang ke rumah, ataw bepergian ke
luar kota".

Lo

L UUPAPerluAmandemen

FHULDr. Erman
H.LLM., menyata-
kan sudah saatnya Undang-undang
Pokok Agraria (UUPA) dilakukan
amandemen-amandemen (Kompas,
13/9/1996). Pendapat ini didasarkan
nada pertimbanoan Bahwa kFondic:
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- masyarakat . ‘ketika undang-undang
i diasdakan’ masih dalam ‘suasana
agraris, sedanakan sekarang masya-
T-‘menugu mdustnahsas;

y Radjagukguk menwungkapkan
pandangannya itusdalam ‘sarasehan
bertopik *Pertanahan: Masalah dan
Pemecatian” di DRP:Golkar. Pembi-
cara’: 1amnya adalah Menteri Agra-
rza/Kepala Badan Pertanahan Nasm-

Hukum dan Pembangunan

: P |
_ sekarang berubah man;adz kawasan §

industri‘dan’ perumahan:<Dia mem- -
peringatkan pengalaman’ Soviet ja-
ngan terulang di negara ini, ketika

- Soviet dalam menuju-industri melu-

pakan tanah sehmgga harus tergan-
tung pada impor: gandum dar: Arne-.
nka dan Kanacia A )

Fokd

B vg'aﬁag sempwm aaiaﬁ% @msag y@ng
,k@%ﬂmkm-&m&uméﬁamy@ %gsa ds%aa&amg

IImu yang bermanfaat menuntut kesabaran
“'peéngorbanan dan keikhlasan.” Lo




FKP Siap Ubah
RUU Statistik

Ketva Fraksi Karya Pemba-
ngunan (FKP) DPR A. Moestahid

Astari menyamkan “fraksinya-siap -
membahas Rancangan: Undang- T r—

dang (RUU) tentang, Statist
ngan
suka
29/10/1996)..

Astari’ menegaskan’ jika RUU
Statistik tidak sesuai dengan aspirasi
masyarakat, FKP siap mengubah
RUU tersebut. RUU itu, yang me-

ngan kelompok masyarakat yang
terkait dengan RUU tersebut, mi-
salnya kalangan akademisi, praktisi
dan pakar. Untuk itu, masyarakat
diharapkan bersikap proakiif meng-

ari masyarakat (KompaS'l‘ A ¥ g ="

ngundang perdebatan ta}am di mas

“garan’ Pembangkit' Listrik . Tenaga

FKP.mengharapkan adanya tang-
gapan kritis dari masyarakat ter-
hadap RUU tersebut. Hal ini dilan-
dasi-pemikiran bahwa RUU it me-

‘ngundang keprihatman sejumlah
stik d =__.:}_._Zangg0t masyarakat N -
mperhatikan masukan-ma-

*** T T

szertanyakam “Anggaran
PLTN di BPPT

Dalam dengar pendapat antara

~~Komisi "X -PPRdan- '"Wakil;_ Ketua

Nuklir (PLTN) beberapa Waktu lalu

but semla; Rp. 200 juta.

Buang mempertanyakan mengapa
sebagian biaya pengadaan PLTN di-
masukan pada program BPPT, yang
akan dibebankan kepada Anggaran
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e Alasan lain adalah selama | 1m

dlbangun selama kajian kepada al-  yang akan daﬁmg.
ternatif-alternatif lain tuntas  di-
lakukan ‘dan‘diumurikan; 7

mengajar-dan mendidik omng Z.cim

enuntut :!mu ity dlam yang kedua-i
engon»tekun yang ketiga | foham dan
fal, yong keempat mengomeikonnuc den qong,
ima edoloh menyebarluaskannya. e
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Perpusiakaan, M _

‘ﬁ"’ : Beriepatan dengan. yengaataﬁ
72 tahun peﬁdﬁ%%‘:&ﬁ hokumepada 28

{kiober lalu, Perpustakaan Fakultas
Hukum Kariohadiprojo. Pada acara
peresmian tersebut hadir pada peja-
tat di lingkungan Universitas Indo-

nesia, Civitas’ a%:adamﬁca Fakiltas
i.-:orang pegawal, yang-diantaranya sa-

459,;,, |

Kol@ks; ?erpustakaan ber&ambah '
banyak ‘ketika keluarga ProfioSoe-!
dnmanKartohad3pro_§omenyumbang—

kan sejumiah koleksi. Sumbangan

tersebut berupa, antara iain rak bu-
I, b@o%: {mley,%iemam_kataioc le-

micmﬁche peraturan pemndang n
dangan sejumlah 5.000: peraturan!
tingkat  pusat dan ‘daerah serta 'Ch
ROM. sebanyak dua program:Untul
pengolahan teknis perpustakaan ada:
8. ymit komputer, 2- CD-ROM: Pla--
yer, 2 unit kempx.ter I unit mic-
rofiche reader dan 1 mesin foto

copy.
Perpustafcaan ini dilayani oleh 14

tu orang berpendidikanS-2 perpus-
takaan dan 4 orang herpendxdikan
ku

-meni
D=0§ws&ewn@ SH mhka Dgokﬁ
menjadi Dekan FHUL Kedua gurp
besar itu-telah tiada..

pustakaad ini berkembang di bawa
arahan Kepala Perpustakaan Sri Ma-
mudji, 5H.MLL, varg juga menjadi
Pembani Dekan 7Y BIIT

?ez;gustakaaﬁ S@ﬁémaﬁ K art@ha—.:

Pezpustakaan FHUI merupakan
jaringan unit penunjang dari Sistem

~JaringanDokumentasi danInformasi
. ‘Hukum. dan_unit. penunjang, Pusat
- Layanan stiphn (Pusyan-di) dx bi-

dang Hukum dan humaniora.

sumbangan tersebut, yang diharap-
kan dapat menghantar mahasiswa-



rnahasmwa"'dx_z- Iuar FHUI men_;adl
legal professionals yang profesional:

Pemngkatan Pend ld;kan Hukum dan -
Bisnis di Indonesia” bersama proyek:
ELIPS di: Yogyakarta 31Agustus”
1996: Kegiatan ini mempakan ‘salah
satil-wahana* untukmeningkatkan
sumberdaya manusia di bidang’ ho-"
kum bisnis berkaitan:dengan persis-
apan menyongsong era perdagangan --

Hulaum danj;fgg&mg”ﬂ&#;{.

CD»ROM yang berisikan Peraturan
Perundang-undangan vang termuat
dalam Lembaran Negara:dan Tam-
bahan: Lembaran Negara-mulai ta-
hun 1950 sampai dengan fahun
1995 dan ‘peraturan ientam ?erpa-?
jakan dan Pasar M@{Eai 2

‘rarg yang anf ﬂmmb'e[i Eu@ untuﬁd’:ﬁaca dan d’u@z_] ,l-

u&an urztui{ ﬁzasan‘“‘ﬁ;mn




Amkel

The reception of foreign Iaw in the US Federal Court/by Roger
J. Miner.-- USA: The American Journal of Comparative Law, Vol.
XLII-1995, No. 4:581.

.. PDH-FHUL

HUKUM CINA

Seidma
Artikel

_Drafting | eﬂxsiatlo “for dev pment Jesson romlﬁa‘“chmesse
ijecilby Ann Seidman.—- USA: The American Journal of
Comparative Law, Vol. XLIV 1996. No. 1:1.

PDH-FHUI

HUKUM EKONOMI

Mattei, Lego

‘zcs"' Of ?ena}ty' C!auses in
ncan Cor 'paratzve Law

Vol XLIII No, 3: 427, o
PDHFHUI



Artﬁcel
Pertanggungjawaban Negara Terhadap Akitivitas. Badan Hukum,
Privat Asing yang Beroperasi di Indonesia/Oleh Joko Priyono.—-
Semarang: Masalah-masalah Hukum, Majalah Hukum FH~UNDIPK
1994-XX1V, No. 7:25. o

PDH-FHUI‘

KRIMINOLOGI

Diessenbacher, Hartmut
Artikel

Explaining the Genocide in Rwanda/by Hartmut Diessenbacher -«:
Germany Law and State, 1995, vol. 52:58.. i
o . p. ;.P_l'.__)_I-I-FHUI

PENDIDIKAN HUKUM

Boade, Hans W,
Artikel

_Time and Meaning Notes on the Intertemporal Law of Statory '
Constmcnon and Constitutional Interpretatlonfby Hans W. Boade.—
“USA: The American Journal of Comparative Law Vol. XLI-1995,

.., No. 3-319,
S PDH-FHUI
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_ ME?EK

S{)eptono, Hendro
Artikel

erlmdungan_Hukum Terhadap Produser dan. Konsumen Melalux
 Undang-undang No." 19 Tahun:1993: (Un{iang-undang Merek)/oleh
Hendro Soeptono -Semarang: Masa!ah—masalah Hukum; Majalah FH-_
”NEiP 1994 KXV, No 6:2.

?DH-FHU}

The Proof and its detractors/by Mirjan Damaska.— USA: The
American Journal of Comparative Law, Vol. XLIII-1995; No. 3:343;
_PDHZ—FHBI

SOSIOLOGI

Keown, John
Artikel g ' # A
Doctors Knows Best? The Rise and ste of the Bo!am T&ctfby
John Kewon.— Singapore: Ssngapore Jouma! of Leoai Studles 1995
© SILS-1995, December: 342,

PDH-FHUI

Rinderke, Peter
Artikel

The Socio of a Well-Ordered Commumty of Sxatelby ?&ter
! Linderle.-~ Germany: Law and State; !995 Vo! 52_ 7

PDH»?HUI
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Forham, Margaret
Amkel -
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